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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 19 TAHUN 1999

-
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR: 15 TAHUN 1999
TENTANG

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang a.

BUPATI PATI

bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang
Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan
Daerah Tingkai ll,maka Retribusi Rumah potong Hewan
merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat ll ;

bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 19S0 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 1950, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor ) ;

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan ;

b.

Mengingat

2.



Undang-undang Nomor E Tahun 19g1 tentang Hukum
Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 32Og ) ;

Undang-undang Nomor '18 Tahun 1997 tentang pajak
Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia 3695 ) ;

Undang-undang Nomor 22 Tahun .tggg tentang
Pemerintahan Daerah ;

Peraturan Pemerintah Nsmor 22 Tahun 19g3 tentang
Kesehatan Masyarakat Veteriner ;

Peraturan Pemerintah Nomor 2Z Tahun 1gg3 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor g Tahun 19g1
tentang Hukum Acara pidana ( Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 198i Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3258 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 2O Tahun 1g97 tentang
Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 3697 ) ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 19g6
tentang Ketentuan Umum Penyidik pegawai Negeri Sipil
dilingkungan Pemerintah Daerah jo Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyidik
Pegawai Negeri Sipildilingkungan Pemerintah Daerah ;

Surat Keputusan Menteri pertanian Nornor
413/Kpts/TN 31}nn2 tentang Pemotongan l.lewan
Potong dan Penanganan Daging serta Hasil lkutannya ;

Kepulusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1gg7
tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi
Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri 175 Tahun .lgg7 tentang

6.

7.

8.

9.

10.
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Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dibiciang Retribusi
Daerah ;

'13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11g Tahun 19gg
tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah
Tingkat I dan Daerah Tingkat il ;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah ringkat il pati
Nomor 3 Tahun 1989 tentang penyidik pegawai Negeri

.' ' Sipil di Lingkungan pemerintah Kabupaten Daerah
Tingkat il pati 

;

15. Keputusan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Pati tanggal 7 Desember i999 Nomor 28lKEp/1999
tentang Persetujuan Penetapan Rancangan peraturan
Daerah Kabupaten Pati tentang Retribusi Rumah potong
Hewan Menjadi Peraturan Daerah.

Dengan Persetujuan Deraran pennrakilan Rakyat Daerah Kabupaten pati

i MEMUTUSKAN
I

t) Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN pATt TENTANG
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten pati 
;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten pati 
;

c. Bupati adalah Bupati Pati ;

d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu



e.

dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan
Perundang-undangan Daerah yang berlaku ;

Badan adalah Suatu Bentuk Badan Usaha yang meliputi
perseroan lerbatas. perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan
nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan,
firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang
sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta
bentuk badan usaha lainnya ;

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang
disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut
prinsip-prinsip komersial karena pada dasamya dapat
pula disediakan oleh sektor swasta ;

Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya dapat
disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan
penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan temak,
termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum
dipoiong dan pemerksaan daging yang dimiliki dan atau
dikelola oleh Pemerintah Daerah termasuk pemeriksaan
kesehaian hewan sebelum dipotong dan pemeriksaan
daging yang dikelola oleh swasta ;

\Ahjib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menurut Peraturan Perundang-undangan Reiribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi ;

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang
merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk
memanfaatkan fasilitas Rumah pemotongan Heunan
temak;

Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang
selanjutnya dapat disingkat SpJORD adalah surat yang
digunakan oleh \AAjib Retribusi untuk melaporkan data
obyek retribusi dan \ hjib Retribusi sebagai dasar
penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang
menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi
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ilt,

Daerah ;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang seianjuinya dapat
disingkat SKRD adalah Surai Keputusan yang
menentukan besamya jumlah retribusi _vang terutang ;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayal
Tambahan yang selanjutnya dapat disingkai SKRDLB,
adaiah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas
jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang
selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat
Keputusan yang menentukan jumlah keiebihan
pembayaran retribusi karena jumrah k,idit retribusi rebih
besar daripada retribusi yang terutang atau tidak
seharusnya terutang ;

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapai
disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan
retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan
atau denda ;

Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Kepuiusan atas
keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLts yang diajukan
oleh \Ahjib Retribusi ;

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari
pengumpulan, dan mengolah data dan atau keterangan
lainnya dalam ranEka pengawasan kepatuhan pemenuhan
kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan
Perundang-undangan Retribusi Daerah ;

Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh
Penyidik Pegararai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat
disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana
dibidang retribusi Daerah yang ter;adi serta menemukan

n.

p.

o.



tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAII SUBYEK RETRIBUSI

pasal 2

Dengan nama Reiribusi Rumah polong Hewan dipungut
retribusi sebagai pernbayaran atas perayanan penyedialn
fasilitas rumah pemotongan heraaan temak termasuk
pemeri ksaan kesehatan h eraan sebelurn dipotong.

pasal 3
obyek Retribusi adalah perayanan penyediaan fasilitas rurnah
pemotongan hewan yang meliputi :

a. Penyewaan kandang { karaniina ) ;

b. Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong ;

c. Pemakaian tempat pemotongan ;

d. Pemakaian tempat pelayuan daging ;

e. Pelayanan pengangkutan daging dari rumah potong ;

f. Pemeriksaan daging.

pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan fasilitas rumah potong hewan temak.
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BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

pasal 5
Retribusi Rumah potong Hewan digorongkan sebagai Retribusi
Jasa Usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGT.'NAAN JASA

Pasal 6
llngkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan,
dan jenis serta jumlah ternak yang akan dipotong.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya
tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoreh
keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas
diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara
efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

pasal B
(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan,

jenis dan jumlah ternak.



(2)

(3)

Besarnya iai-if ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang
berlaku di daerah.

Dalam hal tarif yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif
ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unii
pelayanan/jasa yang merupakan unsur-unsur tarif yang
meliputi :

a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa ;

b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan
jasa 

;

Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
meliputi :

a. biaya operasionai langsung, yang meliputi biaya
belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap,
belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah
dan bangunan, biaya listrik, dan semua biaya
rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan
penyediaan jasa 

;

b. biaya tidak tangsung yang metiputi biaya
administrasi umum, dan biaya lainnya yang
mendukung penyediaan jasa 

;

c. biaya rnodal, yang berkaitan dengan tersedianya
aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka
menengah dan panjang yang meliputi angsuran dan
bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan, dan
penyusutan aset ;

d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan
penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka
pendek.

Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total

(4)

(5)



biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari
modal ;

(6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) (2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk Pemotongan di RPH pemerintah.

Jenis Pelayanan Jenis Temak Tarif

Pemeriksaan Kesehat
an'ternak sebelum
dan sesudah dipotong
Pasar Kelas I

Sapi/Kerbau

Babi
Kambing/Domba

Rp. 4.000/ekor

Rp. 4.000/ekor
Rp. 250lekor

Pemeriksaan daging SapiiKerbau
Babi
KambingiDomba

4.000/ekor
4.000/ekor

500/ekor

Rp
Rp
Rp

Pemakaian tempat
pemotongan

Sapi/Kerbau
Babi
KambingiDomba

Rp. 2.000lekor
Rp. 2.000/ekor
Rp. 250iekor

Pemakaian tempal
pelayuan daging

Sapi/Kerbau
Babi
Kambing/Domba

Rp.2.000/ekor
Rp. 500/ekor
Rp. 250/ekor

Pemakaian kandang Sapi/Kerbau
Babi
Kambing/Domba

500lekor
500/ekor
250/ekor

Rp
Rp
Rp

b. Untuk Pemotongan di RPH Swasta/Jagal

Jenis Pelayanan Jenis Temak Tarif

Pemeriksaan Kesehat
an ternak sebelum
dan sesudah dipotong
Pasar

SapilKerbau

Babi
Kambing/Domba

Rp. 6.000/ekor

Rp. 6.000/ekor
Rp. 750/ekor

Pemeriksaan daging SapiiKerbau
Babi
Kambing/Domba

6.500/ekor
5.000lekor

750/ekor

Rp.
Rp.
Rp.



c Untuk Pemeriksaan ulang daging dari daerah lain dan
daging import ditetapkan Rp. 150/Kg.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah ternpat pelayanan
penyediaan fasilitas rumah pemgtongan hewan ternak
diberikan.

BAB VIII

MASA RETRIEUSI DAN SAAT
RFTRIBt.'S I TE RUTAI.TG

Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 { satu )
hariatau ditetapkan oleh Supati.

Pasal 1'!

Saat terulangnya retribusi adalah pada saat diterbiikannya
SKRD atau dokurnen lain yang dipersamakan.

BAB IX

SURAT PE}IDAFTARAN

Pasal 12

{1i lAhjib Retribusi wajib mengisi SFJORD.

{2) SPJORD sebagairnana dirnaksud pada ayat {1} harus diisi
dengan lelas, benar dan lengkap serta ditandaiangani
oleh lAhjib Retribusi atau kuasanya,

10



(3) Bentuk, lsi, serta tata cara pengisian dan penyampaian
SPJORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
oleh Bupati.

BAB X

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

(1) Berdasarkan SPJORD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan
menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan
data baru dan atau data yang semula belum terungkap
yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang
terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.

(3) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen
lain yang diper,samakan sebagairnana dimaksud pada
ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditetapkan oteh Bupati.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal '14

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau
dokumen iain yang dipersamakan dan SKRDKBT.
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tsAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak mernbayar tepat pada
waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar Z o/o ( dua persen ) setiap
bulan dan retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan
ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

pasal 16

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi
sekaligus.

(2) Retribusi yang terutang dilunasi setambat_iambatnya 15
( lima belas ) hari sejak diterbitkannya SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan STRD.

(3) Tata cara pembayaran penyetoran tempat pembayaran
retribusi diatur dengan keputusan Bupati.

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasai 17

(1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan SKRDKBT, STRD dan Surat
Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi
yang harus dibayar bertambah yang tidak atau kurang
dilayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan
Urusan Piutang dan Lelang Negara.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(2) Penagihan retribusi melalui Badan Urusan piutang dan
Lelang Negara dilaksanakan berdasarkan perundang-

undangan yang berlaku.

BAB XV

KEBERATAN
Pasal 18

Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya
kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD
atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan
SKRDLB.

Keberatan diajukan secara tertuiis dalam Bahasa
lndonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas
ketetapan retribusi \ hjib Retribusi harus dapat
membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama
2 ( dua ) bulan sejak tanggat SKRD atau dokurnen lain
yang dipersamakan SKRDKBT, dan SKRDLB diterbitkan
kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat
menunjukkan halnya jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi
karena keadaan diluar kekuasaannya.

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak
dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak
dipertimbangkan.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban
membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retrjbusi.

(5)

(6)
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(1)

(2)

(3)

Pasal 19

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 ( enam ) bulan
sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi
Keputusan atas keberatan yang diajukan.

Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima
seluruhnya atas sebagian menolak atau menambah
besarnya Retribusi yang terutang.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu
Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap
dikabulkan.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi
dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada
Bupati.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 ( enam ) butan
sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayai (.1) harus
memberikan Keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu
keputusan, permohonan pengembalian kelebihan
.Retribusi dianggap dikabutkan dan SKRDLB harus
diterbitkan dalam .langka waktu pating tama 1 ( satu )
bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi
lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana
dimaksud ayat (1) langsung diperhitungkan untuk
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(5)

(6)

mel$nasi terlebih dahulu utang relribusi tersebut.

Pengembalian kelebihan pembayaran reiribusi
sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dilakukan dalam

iangka waktu paling lama 2 { dua ) bulan aejak
diterbitkannya $KRDL8,

Apabila pengembalian keNebihan p*mbayaran retribusi

dilakukan setelah jangka waklu 2 t dua ) bulan, Bupati
memberikan imbalan bunga sebesar 2 o/o { dua persen )

sebulan alas keterlambatan pernbayaran kelebihan
retribusi.

Pasal2l
Permshonan pengembalian kelebihan pembayaran
retribusi diajukan secara tertulis kepa*a Bupatl dengan
seku rang-ku T angny a meny ebulkan :

a. Nama dan alamat vyajib retribusi ;

b. Masa retribusi ;

c. Besarnya kelebihan pembayaran;

d. Afasan yang singkat dan jelas.

Perrnohcnan pengembalian kelebihan pmbayaran
retribusi disampaikan secrra langsung atau melalui Pos
tercatat.

Sukti penenmaan oleh Peiaba! Daerafi atau bukti
pengiriman Pos lercatat merugakan bukti caat
permohonan dilenma oleh Supati.

Pasal22

Pengernbalian kelebihan retribusr dilakukan dengan
menerbilkan Surat Perintah Mernbayar Kelebihan
Retribusi"

Apabila kelebihan pembayanan retribusi diperhitungkan

{1)

{2)

{3)

{1}

{2}
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dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (4) oembayaran dilakukan dengan
cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan 1uga
berlaku sebagai bukli pembayaran.

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

(1) Bupati dapat rnemberikan pengurangan, keringanan dan
pembebasan retribusi.

(2) Pemberian pengurangan atau keringanan retnbusi se-
bagaimana dimaksud pada ayat (1 ) dengan mem-
perhatikan kemampuan \Ahjib Retribusi antara lain untuk
mengangsur.

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan
retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVIII

KEDALUWARSA PENAGII{AN

Pasal 24

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa
setelah melampaui jangka waktu 3 ( tiga ) tahun terhitung
sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila !A/ajib
Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan retnbusi sebagaimana dimaksud
ayat {1)tertangguh apabila :

a. Diterbitkan surat teguran atau

b. Ada pengakuan utang retnbusi darr lAhlib Retribusi

16



(1)

{2)

baik langsung maupun tidak langsung

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

\,Aiajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya
sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana

kurungan paling lama 6 ( enam ) bulan atau denda:paling
banyak 4 ( empat ) kalijumlah retribusi terutang.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat ('1) adalah
pelanggaran.

BAB XX

PENYIDIKAN
Pasal 26

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan
Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai
Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana
dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(.2) \Alewenang Penyid!k sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah :

a. Menerima. mencari, mengumpulkan dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak
pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan
aiau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ,

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan
mengenai orang pribadi atau badan tentang
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(3)

kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang
pribadi atau badan sehubungan dengan tindak
pidana dibidang Retribusi daerah ;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen_
dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana
dibidang Retribusi Daerah ;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan
bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen_
dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap
bahan bukti tersebut ;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalarn rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana ciibidang
Reiribusi Daerah ;

g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemenksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang dan atau dokumen yang ciibawa
sebagaimana dimaksud pada huruf e ;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak
pidana Retribusi Daerah ;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya Can
diperiksa sebagai tersangka atau saksi :

j. Menghentikan penyidikan 
;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah
menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahu_
kan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil
Penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-unang Nomor g
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tahun ?s1 tentang Huk"wn Ar"*a F*rlana.

8A,B- XXt

KETEITTUAfiI PEilIUTI'P

Fasd 27

Derq* berlakunrya Peraturwr De€il#t ird nele ketentttrt ]ffiig
berterNtffigtrt dergan Peratusan &er*r ird fidak berlakr:.

Pasd 28

Hal*al yar€ belurn cr,lkup diatur ddafii Feraturarr DmlaFr ini,
sepaniang mergenai pelaksermarrnya akan diatur labih laqpt
deh Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini narlai pada tar€geldir,rrdwrgkan.

Agar sLrpaya satiap ol:tr€ dap€t mengetahuinya,
mernerintahkan pengurrdangan Fereluran Daerafr ini tlengan
penempalannya dalarn Lembaran Daer:ah Kafupaten Fati.

Ditetapkan di Pati

pad€ tanggal 7 Desernber 1999

AUPATI PATI

ttd,

YUSUF TUUHAMAD

1g



Diundangkan di Pati

pada tanggal B Desember 1999

SEKRETARIS DAERAF{ KABUPATEN PATi

itci.

lr. SLAMET PRAWRO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI

TAHUN 1999 NOMOR 19
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PEilIJELASAI{
A TAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

iloMoR 15 TAI|UN 1999

TENTANG
RETRIBT'SI RUMAH POTONG HEV\AN

UMUM
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah, retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan

daerah selain pajak daerah dan penerimaan--penerimaan daerah lainnya
termasuk penerimaan yang berasal dari Pemerintah, andalan Pemerintah
Daerah dalam menopang pelaksanaan Otonorni Daerah, yaitu mengatur'dan
mengurus rumah tangganya sendiri.

Sumber pendapatan daerah tersebut diharapkan menjadi surnber
pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Retribusi Rumah Potong Hewan termasuk dalam golongan retribusiJasa
Usaha, dengan kiteria sebagai berikut :

a. jasa tersebut adalah jasa yang bersifat komersial yang se),ogyailya
disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai.

b. terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai Daerah yang belum
dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.

!. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 13

Pasal 14 ayat 1

Cukup jelas.

yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan
adalah bahwa seluruh proses kegiatan
pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan
kepada Pihak Ketiga.

Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa
Pemda tidak boleh bekerjasama dengan Pihak
Ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses
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Pasal '14 ayat (2)

Pasal'15 s/d Pasal 22

Pasal 23 ayat (1 )

Pasal 23 ayat(2)

Pasal 23 ayat (3)

Pasal24 sld Pasal 29

pemungutan reiribusi. Pemda dapat mengajak
bekerjasama badan-badan tertentu yang karena
profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut
melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis
retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan
retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan
Pihak Ketiga adalah kegiatan penghitungan
besarnya retribusi dan penagihan retribusi.

yang dimaksud dengan dokumen lain yang di
persamakan antara lain berupa karcis, kupon dan
kartu langganan.

Cukup jelas

Dasar pemberian pengurangan dan keringanan
dikaitkan dengan kemampuan \ hjib Retribusi,
sedangkan pembebasan retribusi di kaiikan dengan
fungsi obyek retribusi.

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas
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